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KATA PENGANTAR

Pengadilan Militer [1I-19 Jayapura adalah salah satu pelaku
kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pengadilan Militer 111-19
Jayapura adalah salah satu Pengadilan Militer Tingkat Pertama dari
semua lingkungan peradilan dibawah Mahkamah Agung, yang dalam
melaksanakan tugasnya terlepas dari pengaruh pemerintah dan
pengaruh-pengaruh lain. Dalam pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) Undang-
Undang Dasar 1945 secara jelas menyatakan kekuasaan kehakiman
merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan
guna menegakkan hukum dan keadilan, yang mana kekuasaan
kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan
yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan
Agama, Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha dan sebuah Mahkamah

Konstitusi.

Tahun 2004, merupakan tahun penting dalam sejarah peradilan di
Indonesia, dimana berdasarkan amandemen beberapa perundang-
undangan dan Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2004 tentang
pengalihan organisasi, administrasi dan finansial di lingkungan Peradilan
Umum, Peradilan Agama dan Peradilan Tata Usaha Negara ke
Mahkamah Agung. Selain itu juga, Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun
2004 tentang pengalihan organisasi, administrasi dan finansial di
lingkungan Peradilan Militer dari Markas Besar Tentara Nasional
Indonesia ke Mahkamah Agung. Dengan demikian, berdasarkan
serangkaian mandat tersebut, maka Pengadilan Militer 111-19 Jayapura
bertanggungjawab kepada Mahkamah Agung atas pengaturan organisasi,
adminitrasi dan finansial. Penyatuan ini, kemudian dikenal dengan istilah

penyatuan satu atap (one-roof system) / peradilan satu atap.
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Untuk memastikan operasionalisasi penyatuan satu atap / peradilan
satu atap ini, Pengadilan Militer 11I-19 Jayapura bersama dengan
lingkungan peradilan lainnya bersama-sama melaksanakan satu program
besar, yaitu : Reformasi Peradilan yang telah dicanangkan oleh
Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Dalam perjalanan proses reformasi peradilan, pada tahun 2007
Mahkamah Agung Republik Indonesia bersama dengan Departemen
Keuangan dan Badan Pemeriksa Keuangan, ditunjuk menjadi proyek
percontohan (pilot project) reformasi birokrasi. Perjalanan reformasi
peradilan dan reformasi birokrasi diharapkan dapat mempercepat proses

pembentukan peradilan yang ideal.

Sebagai wujud komitmen terhadap upaya reformasi peradilan dan
reformasi birokrasi yang berkelanjutan, Pimpinan Pengadilan Militer 111-19
Jayapura bersama dengan Pimpinan Lingkungan Badan Peradilan lainnya
bersama-sama melaksanakan dokumen Cetak Biru 25 (dua puluh lima)
tahun yang ditetapkan Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan
rentang waktu adalah tahun 2010 — 2035.
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BAB | - PENDAHULUAN

1.1. KONDISI UMUM
Kondisi umum Pengadilan Militer 111-19 Jayapura bersama dengan
Badan Peradilan lainnya yang berada di bawah Mahkamah Agung
Republik Indonesia dipotret berdasarkan kerangka (framework)
‘Pengadilan yang Ideal’, yang memiliki tujuan area/ bidang.
Ketujuh area tersebut adalah :
1. Area Manajemen dan Kepemimpinan Pengadilan Militer 111-19

Jayapura,

Kebijakan Pengadilan Militer 111-19 Jayapura,

Sumber Daya Manusia, Material Dan Keuangan,

Proses Peradilan/Pengadilan,

Pemenuhan Kebutuhan dan Kepuasan Pencari Keadilan,

Keterjangkauan Pelayanan Peradilan, dan

N o o~ DN

Kepercayaan Publik.

1.2. POTENSI DAN PERMASALAHAN
A. Kekuatan yang dimiliki
Kekuatan Pengadilan Militer 111-19 Jayapura mencakup hal-hal
yang memang secara peraturan / perundang-undangan sudah
diatur, sampai dengan hal-hal yang dikembangkan kemudian,
mencakup:
1. Salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman.
2. Merupakan provost (kawal depan) di wilayah Provinsi Papua
dan Papua Barat.
3. Bersifat independen, lepas dari pengaruh lembaga lain.
4. Pengelolaan satu atap dibawah Mahkamah Agung.
5. Menjadi salah satu bagian dari proyek percontohan

reformasi birokrasi.
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6. Melaksanakan rencana yang terstruktur mengenai reformasi
peradilan yang dituangkan dalam dokumen cetak biru
Mahkamah Agung Republik Indonesia dan rencana strategis
lima tahunan.

7. Memiliki pedoman perilaku hakim yang ditetapkan
Mahkamah Agung Republik Indonesia.

8. Secara rutin menerbitkan laporan Tahunan yang diumumkan
secara terbuka kepada publik.

9. Memiliki hubungan baik dengan lembaga peradilan lainnya
yang berada dibawah lingkungan Mahkamah Agung
Republik Indonesia dan juga dengan Mahkamah Agung itu

sendiri.

. Kelemahan
Tinjauan kelemahan dikelompokkan sesuai dengan area-area
yang menjadi kriteria pengadilan ideal. Berikut adalah

kelemahan-kelemahan yang harus menjadi fokus perbaikan.

1. Manajemen dan Kepemimpinan
a. Visi tidak operasional dan tidak memberikan motivasi
b. Kepemimpinan berbentuk kaku / Comando Leadership.
c. Ketidakjelasan Struktur Organisasi
d. Pola manajemen di pengadilan belum mengadopsi pola
manajemen modern.

Perencanaan masih belum sesuai kebutuhan.

®

f. Banyaknya pekerjaan rangkap yang dilakukan karena
kekurangan personil terutama Panitera yang merangkap
sebagai Katera, Staf Keuangan yang merangkap sebagai
Staf IT, bahkan sebagai Staf Tera.

g. Struktur organisasi dirjen sampai pengadilan belum jelas,

terutama jika dikaitkan dengan garis komando.
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h. Belum ada kejelasan mengenai peran dan tanggung
jawab antara fungsi teknis yang dikerjakan oleh Hakim,
Kepaniteraan dan fungsi Kesekretariatan.

2. Kebijakan Pengadilan

a. Kebijakan Pengadilan Militer 111-19 Jayapura yang kurang
tersosialisasi dengan baik kepada para anggotanya.

b. Proses perekrutan pegawai yang belum memenuhi
kebutuhan organisasi.

c. Perlu ada acuan yang jelas soal penafsiran hukum/
undang-undang yang mengikat secara kelembagaan.

d. Pengadilan Militer 111-19 Jayapura belum mempunyai
kewenangan mengatur sendiri urusan tertentu dalam
Kepegawaian dan Manajemen Sumber Daya Manusia
(SDM), terutama untuk mengisi kekosongan jabatan yang

ada.

3. Sumber Daya

a. Kekurangan jumlah Majelis Hakim yang komposisinya
belum sesuai dengan komposisi jumlah perkara yang
ditangani.

b. Tidak tersedianya Rumah Dinas bagi Pejabat Pengadilan
Militer 111-19 Jayapura ataupun kompensasi terhadap itu,
dimana berbanding terbalik dengan badan peradilan
lainnya yang berada dibawah lingkungan Mahkamah
Agung.

c. Belum memiliki gedung kantor tersendiri sejak peralihan
dari Mabes TNI ke Mahkamah Agung, yang sampai saat

ini masih menumpang pada gedung Mabes TNI.
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d. Pengadilan Militer 111-19 Jayapura belum mempunyai
kewenangan untuk merekrut pegawai sendiri sesuai
dengan kebutuhan Pengadilan Militer 111-19 Jayapura.

e. Rekrutmen PNS yang diterima belum sesuai dengan
kapasitas dan kemampuan kerja yang dibutuhkan oleh
Pengadilan Militer 111-19 Jayapura.

f. Pengelolaan anggaran belum transparan.

g. Fasilitas pengadilan masih kurang memadai.

h. Putusan pengadilan belum dapat diakses secara cepat
oleh masyarakat.

I. Pola mutasi promosi yang kurang jelas dan transparan.

j.  Sistem penilaian kinerja yang belum dilaksanakan secara
baik, yang berakibat pada motivasi kerja.

k. Ketidak jelasan sistem karier akibat ketidak jelasan
struktur organisasi terutama bagi PNS dan juga terhadap
personil TNI-nya.

l. Minimnya biaya perjalanan dinas yang tidak sesuai
dengan kondisi geografis Provinsi Papua.

m. Belum diterapkannya evaluasi penilaian kinerja yang
maksimal, sehingga dapat mempengaruhi kinerja aparat

pengadilan.

4. Proses Peradilan/Pengadilan (Manajemen Perkara)

a. Kekurang telitian penerima berkas perkara atas
kelengkapan berkas perkara yang telah diregister,
sehingga harus dikembalikan kepada Oditurat untuk
dilengkapi.

b. Masih terdapat ketidak sepakatan (di kalangan hakim)
tentang suatu posisi hukum tertentu dalam putusan.

c. Alur perkara yang belum sempurna yang dapat

menghambat penanganan kasus.
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d. Komposisi hakim belum sesuai dengan komposisi dan
jumlah perkara yang masuk.

e. Masih banyak tunggakan perkara masa lalu yang harus
diselesaikan.

f. Manajemen perkara belum diolah secara maksimal

melalui IT.

5. Kepuasan Pengguna Pengadilan
a. Pengadilan belum memiliki mekanisme evaluasi yang

dapat mengukur kepuasan masyarakat.

6. Keterjangkauan Pengadilan

a. Pengadilan belum menyediakan infrastruktur yang
memudahkan masyarakat untuk berperkara, dimana
Pengadilan Militer 111-19 Jayapura menaungi seluruh
wilayah Provinsi Papua & Papua Barat.

b. Pengadilan Militer 111-19 Jayapura yang jauh dari daerah-
daerah sehingga berakibat tingginya biaya transportasi
bagi para pencari keadilan.

c. Sistem peradilan atau sistim alur perkara yang sekarang
menuntut biaya tinggi.

d. Pengadilan Militer 111-19 Jayapura belum menyediakan

informasi yang dibutuhkan oleh masyarkat dengan baik.

7. Kepercayaan Publik
a. Fungsi pengawasan terhadap eksekusi putusan yang
lemah.
b. Pengawasan belum dilakukan secara sistematis.
c. Penegakan disiplin / kode etik belum dilaksanakan

dengan baik.
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d. Pengaturan fungsi pengawasan dari Pengadilan Militer

[11-19 Jayapura belum dilakukan dengan baik.

C. Peluang yang dimiliki
Tinjauan peluang yang dimiliki dikelompokkan sesuai dengan
area-area yang menjadi kriteria pengadilan ideal. Masukan-
masukan ini diperoleh dari wawancara dan diskusi kelompok
baik dari internal maupun eksternal. Berikut adalah peluang-
peluang yang dimanfaatkan untuk melakukan perbaikan.

1. Area Manajemen dan Kepemimpinan — Meningkatkan
proses sosialisasi visi dan misi yang sudah terlaksana agar
setiap bagian dari Peradilan memiliki pemahaman yang
sama mengenai visi & misi tersebut, sehingga Pengadilan
Militer 111-19 Jayapura dapat lebih efektif dalam mencapai

tujuannya.

2. Area Perencanaan dan Kebijakan Pengadilan (Internal)
Meningkatkan proses sosialisasi kebijakan Pengadilan Militer
[11-19 Jayapura yang sudah terlaksana, agar tiap aparat

peradilan memiliki pemahaman dan informasi yang sama.

3. Area Manajemen Sumberdaya (Manusia, Material,

Keuangan)

a. Remunerasi yang telah meningkat.

b. Sarana dan prasarana diklat yang perlu ditingkatkan,
terutama dalam memberikan peluang bagi peradilan yang
berada di wilayah Timur.

c. Meningkatkan hubungan kerjasama dengan lembaga

eksternal.
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Kejelasan peran, wewenang dan tanggung jawab perlu
ditingkatkan untuk dapat menciptakan efektifitas kinerja
Pengadilan Militer 111-19 Jayapura.

Sumber daya manusia yang dimiliki oleh Pengadilan
Militer 111-19 Jayapura dalam hal penempatan dalam
suatu jabatan perlu mempertimbangkan individu yang
tepat dalam menduduki suatu jabatan, agar kinerja dari
Pengadilan Militer 111-19 Jayapura menjadi lebih
terorganisir dan menjadi lebih efekiif.

4. Area Proses Peradilan

a.

® 2 o o

Komitmen pimpinan Pengadilan Militer 111-19 Jayapura
dan seluruh jajaran peradilan untuk berubah.
Meningkatnya dukungan anggaran.

Meningkatnya keterbukaan di Institusi peradilan.
Kontribusi publik dan masyarakat internasional.
Koordinasi yang sudah terlaksana dengan para pihak
perlu lebih ditingkatkan, agar efektifitas proses dan

kualitas dari putusan menjadi lebih baik.

5. Area Kepuasan Pengguna Jasa Pengadilan

a.

Perlunya peningkatan dukungan DPRD terhadap institusi
peradilan.

Tersedianya peraturan yang berkaitan dengan keadilan
dan pelayanan publik.

Media dalam menampung kritik dan saran yang ada perlu
lebih dimaksimalkan, agar para pihak / masyarakat
merasa hak-nya terpenuhi dan juga agar Pengadilan
Militer 111-19  Jayapura dapat lebih terarah dalam

melakukan pembenahan lembaga.
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d. Sistem informasi yang dimiliki saat ini harus dapat
memberikan kemudahaan akses bagi para pihak dan
masyarakat dalam mendapatkan informasi yang jujur

(transparan).

6. Area Pengadilan yang Terjangkau (Sarana dan

Prasarana)

a. Bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum,
Pengadilan Militer 111-19 Jayapura dapat mengarahkan
masyarakat kepada lembaga yang telah ditunjuk oleh
Undang-Undang.

b. Dalam hal penempatan atau pengambilan keputusan
dalam menentukan letak ruang sidang/pengadilan, perlu
dipertimbangkan kemudahan akses bagi masyarakat.

c. Sistem informasi yang dimiliki saat ini perlu

mempertimbangkan kemudahan akses bagi masyarakat.

7. Area Kepercayaan Masyarakat

a. Terbukanya kesempatan  merasionalisasi  sistem
anggaran.

b. Sosialisasi mengenai hukum yang sudah dilakukan saat
ini perlu ditingkatkan, agar pemahaman masyarakat
mengenai hukum menjadi lebih baik.

c. Melalui sistem informasi yang sudah dibangun saat ini,
dari sisi transparansi perlu ditingkatkan. Hal ini perlu
dilakukan, agar masyarakat dapat dengan mudah

mendapatkan informasi yang akurat dan akuntabel.

D. Tantangan yang dihadapi.
Berikut adalah tantangan-tantangan di Pengadilan Militer 111-19

Jayapura yang akan dihadapi dan harus dipikirkan cara terbaik
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untuk tetap dapat melakukan perbaikan sebagaimana yang

diharapkan :

1. Belum tersedianya suatu alat pengukuran kepuasan
pengguna jasa pengadilan.

2. Personil di Pengadilan Militer 111-19 Jayapura belum
seluruhnya menguasai visi dan misi Pengadilan Militer 111-19
Jayapura.

3. Belum adanya sistem reward & punishment untuk
mengontrol kinerja aparat peradilan.

4. Adanya letak Pengadilan Militer Tingkat Pertama yang jauh
di daerah, sehingga pengiriman administrasi untuk perkara
banding ke Pengadilan Militer Tingkat Banding
membutuhkan waktu lebih lama.

5. Anggaran yang diberikan pusat untuk pengadaan sarana

dan prasarana tidak sesuai dengan kebutuhan.
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BAB Il —= VISI, MISI DAN TUJUAN

2.1. VISI
Visi Pengadilan Militer 111-19 Jayapura adalah sebagai berikut:

“TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN YANG AGUNG DI
PENGADILAN MILITER 11I-19 JAYAPURA”

Penjelasan :

a. Badan Peradilan menunjukkan lembaga Mahkamah Agung dan
badan peradilan di bawahnya. Kata Badan Peradilan digunakan
untuk membedakannya dari lembaga penegak hukum lainnya,
seperti Kejaksaan Agung, Kepolisian, dsb;

b. Agung menunjukkan suatu keadaan/sifat kehormatan, kebesaran,
kemuliaan, keluhuran;

c. Pengadilan Militer 11I-19 Jayapura, tentu saja menunjukkan Instansi

Peradilan yang berada dibawah Mahkamah Agung RI;

Melalui visi ini, ingin menjadikan Pengadilan Militer 111-19
Jayapura sebagai lembaga yang dihormati, dimana didalamnya
dikelola oleh hakim dan pegawai yang memiliki kemuliaan dan
kebesaran serta keluhuran sikap dan jiwa dalam melaksanakan tugas

pokoknya, yaitu memutus perkara.

Visi Pengadilan Militer 111-19 Jayapura merujuk pada Visi MA
yang merujuk pula pada TAP MPR No. 7/MPR/2001 Tentang Visi
Indonesia Masa Depan. Untuk memperjelas upaya pencapaian visi

tersebut, Pengadilan Militer 11I-19 Jayapura merujuk pada misi MA
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yang dijabarkan dalam 4 (empat) pilar misi yang diuraikan pada

bagian berikutnya.

MISI

Empat pilar misi yang dimaksud, adalah sebagai berikut:

a. Menjaga kemandirian badan peradilan di Pengadilan Militer
[11-19 Jayapura.

b. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada
pencari keadilan di Pengadilan Militer 111-19 Jayapura.

c. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan di
Pengadilan Militer 111-19 Jayapura.

d. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi peradilan di

Pengadilan Militer 111-19 Jayapura.

Pengadilan Militer [11-19 Jayapura percaya dan memiliki
keyakinan bahwa keempat pilar misi ini, akan membawa pada visi
yang telah ditetapkan. Menyadari sepenuhnya, bahwa setiap
upaya/proses mencapai sesuatu, harus disertai dengan bagaimana
mengevaluasinya, maka keempat pilar misi ini, kelak akan bisa
dievaluasi dengan kerangka Area of Court Excellence sesuai dengan
kerangka penilaian yang diturunkan dari Mahkamah Agung,

sebagaimana sudah dibahas di depan.

Penggunaan kerangka ini sekaligus menjaga dan memastikan
integrasi perencanaan, proses implementasi dan hasil yang ingin

dicapai dari setiap program/aktivitas yang dikembangkan kemudian.
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Bagan 7 : Matriks Misi Vs Kerangka Area Of Court Excellence
AREA OF COURT EXCELLENCE

MISI lIIIIII

Melalui matriks di atas ingin dijelaskan bahwa pengukuran
keberhasilan ada pada kolom hasil, dengan parameter:
a. Pemenuhan kebutuhan dan kepuasan pencari keadilan.
b. Keterjangkauan pelayanan badan peradilan.
c. Kepercayaan publik.
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Oleh karena itu, setiap pembangunan/pengembangan
perencanaan sistem, kebijakan serta implementasinya haruslah
berorientasi/mengacu pada 3 (tiga) hal penting di atas.

TUJUAN

Dengan matriks di atas, maka ingin disampaikan bahwa tujuan
utama dari Pengadilan Militer 111-19 Jayapura adalah mewujudkan
Badan Peradilan yang Agung. Tujuan ini dapat dikatakan tercapai
secara umum apabila:

a. Memenuhi kebutuhan dan kepuasan pencari keadilan.
b. Menyediakan layanan yang terjangkau bagi para pencari keadilan.
c. Meraih kepercayaan publik terhadap penyelesaian perkara pencari

keadilan.

SASARAN STRATEGIS

Ada beberapa sasaran strategis yang menjadi prioritas renstra

2010-2014, yaitu :

a. Mewujudkan manajemen peradilan yang baik untuk menunjang
kelancaran pelaksanaan tugas pokok.

b. Meningkatkan pelayanan penerimaan perkara dengan terdaftarnya
perkara yang diajukan oleh pencari keadilan secara tertib.

c. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Hakim dan Panitera yang
profesional dengan meningkatkan jumlah Hakim dan Panitera
sesuai dengan kebutuhan organisasi.

d. Mewujudkan proses pemeriksaan perkara yang sederhana dan
cepat.

e. Mewujudkan putusan/penetapan yang memenuhi rasa keadilan,

kepastian hukum dan eksekutabel dengan menerbitkan



Renstra Pengadilan Militer I11-19 Jayapura 2010-2014

putusan/penetapan yang cepat, tepat dan memenuhi rasa keadilan
dan eksekutabel.

f. Meningkatkan pelaksanaan putusan/penetapan/eksekusi dan
penyelesaiannya yang memberikan pengayoman kepada
masyarakat terutama kepada masyarakat miskin.

g. Meningkatkan jumlah dan kualitas pegawai, kesejahteraan pegawai
dan penyelesaian administrasi kepegawaian.

h. Meningkatkan plafon anggaran DIPA serta terealisasinya anggaran
DIPA beserta administrasi keuangannya.

i. Meningkatnya tertib administrasi persuratan, pendayagunaan

barang, perpustakaan, inventaris kantor serta rumah tangga kantor.

Untuk melihat keterkaitan antara sasaran strategis dengan misi dan
aspek dalam Pengadilan yang Ideal yang akan digunakan sebagai
parameter pengukuran keberhasilan, maka matriks di bawah ini akan

menjelaskan.

Bagan 8 : Matriks Misi vs Sasaran Strategis vs Kerangka Area Of

Court Excellence
AREA OF COURT EXCELLENCE

: lIl.llI
a,d,ef a,d,ef a,d,ef a,d,ef . . .

b,d.f b,d.f b,d.f b,d.f . o .
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a,b,c,def ab,c,d, ab,c,def

a,b,c,d,ef,g . .
g ef,g g

ab,c,def abcd, abcdef ab,c,defqg,h,
,g,hii e,f,g,h,i ,0,hii i
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BAB Il = ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Untuk meningkatkan pencapaian kinerja merujuk pada visi dan
misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, Pengadilan
Militer 111-19 Jayapura menetapkan arah kebijakan sebagai berikut :

1. Terlaksananya manajemen peradilan yang baik.

2. Mewujudkan pelayanan prima dalam rangka menerima pendaftaran
perkara.

3. Meningkatkan jumlah Hakim dan Panitera sesuai dengan kebutuhan
organisasi dalam rangka mendukung terlaksananya tugas pokok
peradilan.

4. Menyidangkan perkara selambat-lambatnya 1 (satu) bulan.

5. Menjatuhkan putusan dalam waktu selambat-lambatnya 6 (enam)
bulan sejak perkara didaftarkan.

6. Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam melakukan
penyitaan dan pelaksanaan putusan.

7. Meningkatkan mutu pelayanan kepegawaian secara benar, tertib dan
akurat.

8. Meningkatkan pengelolaan keuangan secara efisien dan efektif dengan
skala prioritas.

9. Meningkatkan mutu pengelolaan administrasi, tata persuratan, sarana
dan prasarana, perlengkapan rumah tangga kantor, dan perpustakaan

secara tertib.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi serta Sasaran Strategis,
Pengadilan Militer 111-19 Jayapura mengimplementasikan dalam beberapa
detail program yaitu :

1. Penataan kelembagaan.
2. Pengendalian manajemen.

3. Peningkatan mutu pelayanan dalam hal menerima perkara.
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4. Memanfaatkan teknologi informasi dalam pelayanan penerimaan
perkara.

Peningkatan mutu Hakim dan Panitera.

Peningkatan mutu pelayanan dalam persidangan.

Peningkatan mutu pelayanan dalam mengadili/memutus perkara.

Peningkatan mutu pelayanan dalam penyelesaian perkara,

© ® N o o

Peningkatan jumlah pegawai, pelayanan dan kesejahteraan pegawai.
10. Peningkatan efisiensi dan efektifitas keuangan.

11.Peningkatan tertib administrasi tata persuratan.

12.Peningkatan mutu pengelolaan administrasi sarana dan prasarana.
13. Peningkatan mutu pengelolaan pelayanan rumah tangga kantor.
14.Peningkatan mutu pelayanan perpustakaan.

Matriks Renstra 2010-2014 (terlampir).
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BAB IV - PENUTUP

Rencana strategis Pengadilan Militer 111-19 Jayapura tahun
2010-2014 disusun dengan mengacu pada Rencana Strategis Mahkamah
Agung Republik Indonesia tahun 2010-2014. Selain itu penyusunan
rencana strategis ini diharapkan sudah mengantisipasi dinamika hukum,
politik dan sosial yang berkembang di Indonesia. Dokumen rencana
strategis Pengadilan Militer 111-19 Jayapura tahun 2010-2014 ini yang akan
digunakan sebagai acuan dalam penyusunan proram/kegiatan Pengadilan

Militer 111-19 Jayapura

Reformasi politik di Indonesia telah menghadirkan proses penataan
pembangunan hukum yang signifikan dalam 10 tahun terakhir ini.
Perubahan mendasar naskah konstitusi yang diiringi dengan penataan
materi dan struktur hukum masih terus berproses untuk memastikan
perbaikan demi perbaikan terus berlangsung di setiap institusi negara.
Meningkatnya kesadaran hukum masyarakat seiring dengan berkembang
pesatnya teknologi informasi, semakin memantapkan tekad setiap
lembaga negara untuk melakukan perencanaan pembangunan dengan

menatap tantangan yang akan dihadapi di masa yang akan datang.

Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) sebagai badan
tertinggi di bidang Yudikatif (peradilan) yang diberi kepercayaan sebagai
pemegang kekuasaan Kehakiman tertinggi di Negara ini juga ikut
berpartisipasi aktif dalam melakukan proses pembaharuan tersebut. Untuk
itu, kebijakan penyatuan atap di Mahkamah Agung (MA) yang telah
dilakukan sebelumnya perlu dilanjutkan dan lebih dimantapkan.
Pengadilan Militer 111-19 Jayapura sebaga badan peradilan yang berada
dibawah Mahkamah Agung akan mendukung upaya Mahakamah Agung

dalam mewujudkan Visi Misi Mahkamah Agung.
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Untuk lebih memantapkan kebijakan satu atap yang berada
dibawah Mahkamah Agung, Pengadilan Militer 111-19 Jayapura telah
melakukan redefinisi visi, misi dan strateginya. Pengadilan Militer 111-19
Jayapura di tahun 2010-2014 akan tetap melanjutkan program reformasi
birokrasi sesuai yang diamanahkan Mahkamah Agung.

Di bidang pengelolaan perkara, Pengadilan Militer 111-19 Jayapura
akan melakukan percepatan penyelesaian perkara melalui program
modernisasi pengelolaan perkara sebagai salah satu langkah untuk

menuju modernisasi peradilan.

Seluruh rencana pelaksanaan program dan kebijakan Pengadilan
Militer 111-19 Jayapura pada periode 2010-2014 dituangkan dalam
dokumen ini dengan mengacu pada visi dan misi yang telah ditetapkan
dalam Rencana Strategis Pengadilan Militer 111-19 Jayapura untuk periode
2010-2014. Penjabaran mengenai kegiatan, outcome, indikator, dan
target-target serta pendanaan yang dibutuhkan untuk 5 (lima) tahun
mendatang dapat dilihat dalam Matriks Pencapaian Kinerja dan Matriks

Kinerja Anggaran (terlampir).



Renstra Pengadilan Militer I11-19 Jayapura 2010-2014

LAMPIRAN



1. Matrik Pencapaian Kinerja.
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MATRIK RENCANA STRATEGIS TAHUN 2010 S/D 2014

PENGADILAN MILITER 111-19 JAYAPURA

Target Jangka Menengah

No Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Program
T.2010 | T.2011 | T.2012 | T. 2013 T.2014
1 Mewujudkan Terwujudnya Prosentase peningkatan Penataan kelembagaan. 100% 100% 100% 100% 100%
manajemen peradilan | manajemen peradilan prosedur dan kualitas
yang baik. yang baik guna kerja dalam melakukan 100% 100% 100% 100% 100%
menunjang kelancaran pelayanan yang baik. ] )
Pengendalian Manajemen.
tugas pokok.
2 Meningkatkan Terdaftarnya perkara Prosentase peningkatan Peningkatan mutu 100% 100% 100% 100% 100%
pelayanan yang diajukan oleh pelayanan penerimaan pelayanan dalam hal
penerimaan perkara. pencari keadilan secara | perkara. menerima perkara.
tertib.
Memanfaatkan teknologi 100% 100% 100% 100% 100%
informasi dalam pelayanan
penerimaan perkara.
3 Meningkatkan SDM Terwujudnya Prosentase peningkatan Peningkatan mutu Hakim 100% 100% 100% 100% 100%

Hakim dan Panitera
yang Profesional.

peningkatan jumlah
Hakim dan Panitera
sesuai dengan
kebutuhan organisasi.

jumlah Hakim dan
Panitera yang
disesuaikan dengan
jumlah perkara.

dan Panitera melalui Bimtek.
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Mewujudkan proses Terwujudnya Prosentase peningkatan - Peningkatan mutu 100% 100% 100% 100% 100%
pemeriksaan perkara persidangan yang persidangan perkara pelayanan dalam

yang sederhana dan sederhana dan cepat. yang sederhana dan persidangan.

cepat. cepat.

Mewujudkan putusan Terbitnya putusan yang Prosentase peningkatan - Peningkatan mutu pelayanan | 100% 100% 100% 100% 100%
atau penetapan yang memenuhi kepastian kualitas putusan atau dalam mengadili dan

memberikan kepastian | hukum dan keadilan dan | penetapan. memutus perkara.

hukum dan eksekutable.

eksekutable.

Meningkatkan Meningkatkan kualitas Prosentase peningkatan - Mengelola tertib administrasi 100% 100% 100% 100% 100%

penyelesaian urusan
administrasi baik
perkara ataupun
bidang lainnya.

SDM, kesejahteraan
personil dan kulitas tertib
administrasi, serta
meningkatkan jumlah
plafon DIPA.

jumlah dan kualitas SDM,
kesejahteraan personil
dan kulitas tertib
administrasi, serta
meningkatkan jumlah
plafon DIPA.

yang baik di segala bidang.

Mengelola keuangan secara
efisien dan efektif.




2. Matrik Kinerja Anggaran.

MATRIK RENCANA STRATEGIS TAHUN 2010 S/D 2014
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PENGADILAN MILITER 111-19 JAYAPURA

. Indikator Target Jangka Menengah
No Tujuan Sasaran s Program
asaran T. 2010 T. 2011 T. 2012 T.2013 T. 2014
1 Penerapan Tersedianya Pembinaan Pembayaran Gaji | Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.
Kepemerintaha dukungan Administrasi dan Tunjangan | 657.992,000,- 716.932,000,- 738.412.000,- 626.076.000,- 2.465.227.000,-
n Yang Baik Manajemen dan
dan Pengelolaan
Pelaksanaan Keuangan
Tugas Teknis (BUA)
Lainnya Penyelenggaraan | Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.
(BUA- Operasional | 266.550.000- | 357.322.000.- | 375.188.000,- | 487.860.000;- 486.700.000,-
Mahkamah Pemeliharaan
Agung) Perkantoran
Peningkatan Rp. 52.890.000,- | Rp. Rp. Rp. Rp.
Sarana dan 415.695.000,- 240.000.000,- 100.000.000,- 3.250.400.000,-
Prasarana
Aparatur
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Peningkatan
Kinerja
Lembaga dan
Penegakan
Hukum

Tersedianya
dukungan
Manajemen
dan
Pelaksanaan
Tugas Teknis
Lainnya
(Badilmiltun)

Peningkatan
Manajemen
Peradilan
Miltun
(Badilmiltun)

Penyelesaian
Berkas Perkara

Operasional
Persidangan

Penyediaan
Dana Bantuan
Hukum/Penyeles
aian Perkara.

Rp.
110.540.000,-

Rp.
289.165.000,-

Rp. 5.000.000,-

Rp. 12.000.000,

Rp.
104.300.000,-

Rp. 5.000.000,-

Rp.
12.250.000,-

Rp.
130.250.000.,-

Rp.
2.500.000,-

Rp. 21.000.000,-

Rp.
121.000.000,-

Rp. 21.750.000,-

Rp.
423.500.000,-




